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Abstrak

YOHANA CHRISTIANI. D 0107105. Pelaksanaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia bagi Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Skripsi
Program studi Administrasi Negara. Jurusan lImu Administrasi. Fakultas lImu
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2012. 104
halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang berhubungan
dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Penanganan masalah yang berkaitan dengan
lalu lintas dan angkutan jalan harus didukung pula oleh adanya sumber daya manusia
yang kualltasnya perlu dltlngkatkan sgcara terus menerus. Penelltlan ini bertUJuan

uan /ang d N das didikan dan pelatihan tersebut.
Persiapan Pembinaan Teknis dilaklikamdehgatfmenentukan tempat penyelenggaraan,
biaya, konsumsi, tenaga pengajar dan jadwal. Kendala dalam Pembinaan Teknis
adalah sulitnya mengatur jadwal karena sebagian besar pekerjaan di Dinas
Perhubungan adalah di lapangan sehingga waktunya juga berbeda-beda. Sedangkan
persiapan DIKLAT yaitu menyiapkan peserta yang diikutkan untuk menjadi peserta
DIKLAT. Pelaksanaan Pembinaan Teknis diselenggarakan satu tahun sekali dan seiap
penyelenggaraan dibagi menjadi 2 gelombang. Untuk pelaksanaan DIKLAT, Dinas
Perhubungan hanya mengirimkan 1-2 pegawainya untuk mengikuti DIKLAT yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Diklat. Setelah pelaksanaan Pembinaan
Teknis maupun DIKLAT selesai dilakukan evaluasi yang terdiri dari evaluasi proses
dan evaluasi hasil.

Untuk memudahkan dalam mengatur jadwal Pembinaan Teknis dapat
dilakukan dengan menyelenggarakan Pembinaan Teknis ke dalam 4 gelombang,
karena biasanya hanya 2 gelombang. Selain itu, setelah Pembinaan Teknis selesai
diselenggarakan sebaiknya diadakan post test untuk mengetahui sejaun mana materi
dapat diserap oleh para peserta.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pengembangan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan
Pelatihan
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Abstract

YOHANA CHRISTIANI. D 0107105. Implementation of Human Resources
Development for employee at Department of Transportation Surakarta. Thesis
Public Administration Studies Program. Administration Science Department.
Faculty of Social Science and Political Science. Sebelas Maret of University.
Surakarta. 2012. 104 pages.

This research based on the problems that associated with traffic and road
transport. The solution for problems that associated with traffic and road transport
must be supported by the quality of human resources that should be increased
contlnuously This research has twio_ objectlves namely; 1) to know the

esources devel was conducted by Department

program.

This stu ias done at Department
of Transportatior ampling technique by
choosing some informantai ) : ated with problem under study.
Data were min=dept intghvi ( eims of data validity

linformant can be

compared Wi th infor yse use qualitative
analyse technique. = [

The rest ) ithor...hay '}; t atlon that Department of
Transportation S ing human resources quality
through education and traiming®prc theinternally or/it is called Technical
Building and e and_training in Indonesian).

arted from Need Analyse.
'mulation from education and

Implementation of o"i'}_ Olfiyd
And then making purpose &!

consumption, teachers and sché wThe “€onstraints in Technical BU|Id|ng |s
difficulty to arrange the schedule because most of profession in Department of
Transportation Surakarta are in the field so the time schedule different also.
Preparation of DIKLAT is provide employee who participate in it. The
implementation of Technical Building held in once a year and have divided into 2
periode. The implementation of DIKLAT only delegate one or two employee to
participate DIKLAT that organized by Education and Training Institute Organizer.
After implementation of Technical Building and DIKLAT have done, there is
evaluation consist of process evaluation and result evaluation.

To facilitate in schedule setting, the implementation of Technical Building
should be held in four periode. Moreover, after Technical Building’s implementation
should held post test to know how long theory can be accept for participant.

Key words : Implementation, development, human resource, education and training.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini telah melaksanakan
berbagai pembangunan di berbagai bidang baik di bidang ilmu pengetahuan,

hukum, politik, sosial dan budaya, P angunan tersebut tentunya dimaksudkan

pah namun tidak

kesulitan dalam

Pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam
bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan (kepuasan)
masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Seiring dengan
berlakunya otonomi daerah, maka tingkat pelayanan di tingkat lokal akan sangat
benarbenar bisa dirasakan oleh masyarakat di dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik. Ini berarti bahwa SDM aparatur merupakan sebagian dari
keseluruhan elemen sistem pelayanan publik yang begitu luas dan kompleks,

karena tugas dan fungsi SDM aparatur yang begitu penting dan strategis. Tugas
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dan fungsi dari SDM aparatur adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta memotivasi dan
memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan serta
menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan masyarakat agar
menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien, memiliki semangat pengabdian

dengan berorientasi pada fungsi pelayanan,pengayoman dan pemberdayaan

masyarakat yang dila etulusan. Tugas pokok dan
fungsi serta kew dengan baik jika didukung
dengan sarana dan p el i %perat an yang jelas serta

didukung sur i i an handal. Sarana dan

mengontrol dan mengawasi “kualitas da : pelayanan yang diberikan.
Untuk membentuk sosok SDM aparatur yang profesional dan handal seperti itu
merupakan proses yang tidak singkat dan upaya yang harus dilakukan secara terus
menerus. Peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan maupun non diklat. Pendidikan dan pelatihan tersebut
dapat dilakukan dengan melalui berbagai kursus, pendidikan formal maupun non
formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan
atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral dan perilaku aparatur

pemerintah.
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Pelaksanaan pemerintahan juga dituntut untuk mengembangkan sistem
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Governance),
sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. Hal itu

dikarenakan selama ini kelemahan dari upaya reformasi manajemen sektor publik

salah satunya terletak pada kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah

Dibandingkan dengan sektor swasta, semakin baik/tingginya kualitas kinerja maka
akan diperhatikan pula kesejahteraan bagi pegawai tersebut. Maka dari itu, perlu
ada upaya untuk mengembangkan kualitas pegawai khususnya pada sektor
pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Bagi organisasi pemerintah, pengembangan SDM memegang peranan
penting dan diperlukan karena sumber daya manusia merupakan unsur yang
paling strategis. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, organisasi perlu
untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki seoptimal mungkin

supaya dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Salah satu cara
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untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi yaitu dengan jalan
meningkatkan kompetensi individu karyawannya. Selain itu kondisi akibat adanya
perkembangan teknologi dan globalisasi memperkuat alasan bagi organisasi untuk
memiliki SDM yang semakin terampil yang sejalan dengan kebutuhan akan
tenaga yang berpendidikan, terlatih dan memiliki keahlian beragam. Peningkatan

kapasitas dan kualitas perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia

secara perorangan.

Pentingnya pengen asi pemerintah juga dirasakan

Surakarta yang juga pesat: Perkembangan‘terse dapat terlihat dari banyaknya
pembangunan sarana dan pra sarana seperti gedung perkantoran, pusat
perbelanjaan, jalan dan perumahan. Dengan adanya perkembangan tersebut
tentunya sangat berpengaruh terhadap meningkatnya arus lalu lintas kota karena
kebutuhan akan transportasi yang meningkat pula. Banyak orang yang
mengeluhkan masalah mengenai lalu lintas salah satunya adalah kemacetan di
jalan raya yang terjadi di beberapa titik strategis diantaranya di daerah pusat
perbelanjaan, kantor, sekolah/universitas dan tempat hiburan, terutama saat jam
berangkat dan pulang kerja. Berikut ini data mengenai peningkatan jumlah

kendaraan bermotor yang ada di kota Surakarta :
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Tabel 1.1 Jumlah sarana angkutan (umum dan pribadi) di Surakarta

) TAHUN
No. Jenis kendaraan
2006(unit) | 2007 (unit) | 2008(unit) | 2009(unit) | 2010(unit)
1. | Sepeda motor 166.614 175.926 192.498 208.309 223.683
2. | Mobil penumpang 28.669 29.638 31.911 33.535 36.903
3. | Mobil barang 13.122 13.172 13.778 14.049 15.081
Mobil Bus (bus umum,
4. | bus besar, bus sedang 720 713
bus kecil)
Kendaraan khusus (al
5. (@l 25 24
berat/besar)
Mobil pen
6. 753 894
umum
JUMLAH 257.753 277.644

Sumber : KantorsBersama SAMSAT Surakarta

Peningkatan jum

UP3AD Kota Surakarta

mengakibatkan arus lalu lintas yang semakin adat karena tidak diimbangi dengan

penambahan dan perluasan jalan. Jumlah angkutan umum di atas juga masih

ditambah lagi dengan kendaraan umum dan pribadi yang berasal dari luar kota

Surakarta karena untuk kepentingan pekerjaan, sekolah, perdagangan dan lain-

lain, sehingga kemacetan sering terjadi di titik-titik strategis di Surakarta. Perlu

adanya upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memanajemen

arus lalu lintas agar dapat meminimalisir tingkat kemacetan yang ada.

Dinas Perhubungan juga menangani masalah perparkiran. Diantaranya

adanya parkir liar yang marak di beberapa daerah di Solo. Parkir liar biasanya

pada acara-acara insidental dan tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti
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gedung pertemuan, hotel, restoran, maupun rumah makan. Parkir liar tentunya
sangat meresahkan masyarakat karena selain keberadaan mereke illegal, seringkali
mereka melakukan pemaksaan pada konsumen. Mereka yang tidak mengantongi
ijin dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat didakwa melakukan
tindak pidana. Tukang Parkir liar menarik retribusi parkir, tetapi tidak
menyetorkan ke instansi yang berwenang. Ada juga yang justru menyetorkan hasil
pungutan kepada oknun

ertentu yang melindungi jutu parkir liar. Selain itu, pada

b
ketentuan yan( berlak%

yang melanggar, huku
Penertiban parkir liar ‘
Satpol Pamong Praja. S
koordinasi dengan pengusaha atau kontraktor parkir yang disinyalir ada juru
parkir liar, agar permasalahan parkir liar tidak terjadi di daerah kerjanya.

Selain masalah kepadatan lalu lintas dan perparkiran, Dinas Perhubungan
juga bertanggung jawab dalam manajemen terminal, sosialisasi kepada
masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, perbaikan serta peningkatan sarana
dan prasarana untuk menunjang ketertiban berlalu lintas.

Upaya yang dilakukan untuk penanganan terhadap beberapa masalah di atas
diantaranya dengan perbaikan sarana dan prasarana, fasilitas serta penggunaan

teknologi yang dapat menunjang tugas dan pekerjaan pegawai. Namun upaya-
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upaya tersebut perlu didukung adanya sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan yang harus ditingkatkan secara terus menerus sehingga pemanfaatan
sumber daya manusia dan teknologi dapat dilakukan secara optimal. Mengenai
kualitas SDM, Dinas Perhubungan tentunya berkewajiban meningkatkan
kualitasnya agar kinerjanya juga semakin baik mengingat tugas-tugas dan

pekerjaan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan semakin

kompleks. Namun Dina§"Perhubungan seringkali mengalami masalah dalam hal

SDM vyaitu kuranga

pegawai baru maupun pegawai lama yaitu program Pendidikan dan Pelatihan.
Pendidikan dan Pelatihan yang ada di Dinas Perhubungan diselenggarakan secara
internal dan eksternal. Pendidikan dan pelatihan secara internal diadakan melalui
kegiatan Pembinaan Teknis. Sedangkan pendidikan dan pelatihan secara
eksternal dilaksanakan melalui kegiatan DIKLAT yang diadakan oleh Badan
Penyelenggara Diklat baik Pusat maupun Propinsi. Pendidikan dan pelatihan
membantu pegawai untuk dapat belajar mengerjakan tugas-tugasnya secara lebih

detail.
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Dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan, tidak hanya membantu pegawai
mengerti tugas dan pekerjaannya secara detail, tetapi juga menambah
keterampilan secara teknis yang tidak dimiliki oleh pegawai lain. Dalam
penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya

manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

B. RUMUSAN MASALAH

bagi  pegawai Dinas

s SDM itu sendiri.

engetahui  pelaksanaan
yang ada di Dinas

Perhubungan Kota Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN
Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat
diantaranya :
1. Memberi masukan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
pada pegawai di Dinas Perhubungan kota Surakarta.
2. Sebagai pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya mengenai
pentingnya pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai di organisasi

pemerintahan.
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BAB Il

A. TINJAUAN PUSTAKA
. PENGERTIAN PELAKSANAAN
Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang

disusun oleh WJS Purwodarminto adalah perihal (perbuatan, usaha) untuk

melaksanakan. Melaksanakan sendikifdiartikan sebagai melakukan, menjalankan,

demikian pelaksanaa%menurut

mengerjakan. Dengal JS Purwodarminto dapat

Pelaksanaan juga dap altan seagai “implementasi”. Menurut Prof. Dr.
J. Salusu, M.A. (2003:409), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang
dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk
mencapai sasaran tertentu.guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan
serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah
operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.
Dalam rumusan Higgins (1985), implementasi adalah rangkuman dari berbagai
kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain
untuk mencapai sasaran dari strategi. Jadi, secara singkat, implementasi adalah

satu proses yang terarah dan terkoordinasi, melibatkan banyak sumber daya.
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Pengertian pelaksanaan menurut George R. Terry
(http://id.shvoong.com/tags/skripsi) disebut juga dengan “actuating” yaitu usaha
menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka
berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran
anggota-anggota organisasi tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin
mencapai sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak
lain merupakan upaya

menjadikan perencanaafgmenjadi kenyataan, dengan

jawabnya.

Dari beberapa tia
o

implementasi

. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Menurut T. Hani Handoko (1987:104),

“Pengembangan (development) mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam
upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan,
sikap dan sifat-sifat kepribadian.”

Definisi pengembangan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
(Manajemen Sumber Daya Manusia, 2000:68) :

“Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan
teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan
pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.”

Andrew F. Sikula dalam bukunya Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2000:69),
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“Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu
proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis
dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan
teoritis untuk tujuan umum.”

Dalam jurnalnya, Simon A. J. Beausaert & Mien S. R. Segers & Wim H.
Gijselaers (2011:235) mendeskripsikan mengenai PDP (Personal Development

Plan).

employee has been 4
defined as a tool tha
e gives an ovenvi

program| fo rmal@?;sess

bekerja dan merengans afgan selanjutnya. Perencanaan
Pengembangan Perso .' a inisika )ag |cara/alat yang :

lalu dan kompetensi pegawai yang bekerja di masa depan;

e disusun dan ditulis oleh pegawai sendiri meskipun struktur dari Perencanaan
Pengembangan Personal sebagian besar telah diselesaikan;

» dapat digunakan sebagai dasar/struktur dalam pembicaraan dengan
supervisor atau pelatih yang mengurus para pegawai melalui umpan balik
dan stimulasi/rangsangan bagi pemikiran pegawai;

e dipakai sebagai cara pembuatan keputusan dari perencanaan program
pelatihan individu (perkembangan penilaian) untuk menilai kesesuaian
promosi (penilaian sumatif).

Pengembangan sumber daya manusia akan menghasilkan sumber daya yang
professional yang tentunya akan memiliki kontribusi bagi keberhasilan sebuah
organisasi jika mereka mampu mengembangkan sistem dan kebijakan organisasi

yang dihubungkan dengan nilai-nilai, tujuan-tujuan dan tugas organisasi, seperti
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yang dituliskan dalam jurnal Cam Caldwell, Do X. Truong, Pham T. Linh, Anh
Tuan (2011:171) :

The research about strategic human resource management (SHRM) has
suggested that human resource professionals (HRPs) have the opportunity to
play a greater role in contributing to organizational success if they are
effective in developing systems and policies aligned with the organization’s
values, goals, and mission.

(Penelitian mengenai strategi manajemen sumber daya manusia memiliki
pendapat bahwa sumber daya manusia yang professional memiliki peluang
untuk memainkan peranan tribusinya terhadap keberhasilan
suatu organisasi ji ereka efektif/berhasi mengembangkan system
dan kebijakan yang dihubungkan deng nilai-nilai, tujuan-tujuan dan tugas

organisasi. W
r.H. Am RuKFP(2003: 2%

‘Pengembangan Su:mber Daya Manusia adalaﬁlsaha untuk meningkatkan

i np ' | Janisasinya. Bagi
arti suatu proses
an kompetensi dan
nyiapkan diri untuk

Menurut

sebagai usaha untuk melaksanakan atau mngerjakan berbagai aktivitas untuk
mencapai sasaran tertentu yaitu untuk peningkatan kualitas dan kompetensi
sumber daya manusia dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan sumber daya
manusia untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang. Pelaksanaan juga
merupakan kegiatan yang terus menerus, apalagi pelaksanaan pengembangan
sumber daya manusia perlu dilakukan secara terus menerus apabila organisasi
tersebut ingin berkembang. Menurut Dr. H. Achmad S. Ruky (2003:230),

kegiatan inti dari usaha pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan
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dan pelatihan. Dan pelaksanaan pengembangan SDM di Dinas Perhubungan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pendidikan dan pelatihan.
. PENGERTIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
+ Pendidikan
Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 13

September 1974, pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan

mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmaniah dan rohaniah, yang

pembangunan rsatuw nakmur berdasarkan
Pancasila.
Dr. B |swant&6roh pkan, pendidikan
=
merupakan tugas untu% engertian atau sikap para

menjawab how (bagaimana) dan why (mengapa), dan biasanya pendidikan lebih
banyak berhubungan dengan teori tentang pekerjaan. Sekaligus bahwa pendidikan
merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari seorang
tenaga kerja.

Metode pendidikan menurut Andrew F. Sikula (1981:243-274) adalah
sebagai berikut :

a. Training methods atau classroom method.
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Training methods merupakan metode latihan di dalam kelas yang juga dapat
digunakan sebagai metode pendidikan (development), karena manajer adalah
juga karyawan.

b. Under Study
Under study adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek

langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan

atasannya. Di sini galon disipakan untuk mengiSiy jabatan tempat ia berlatih

apabila pimpi ntuk mengisi jabatan

memindah fa atUnjak ke jabatan lainaya secara periodik

dan gaji, tetapi tugas serta tanggung jawab semakin besar.

d. Coaching and counseling
Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan
keahlian dan ketrampilan kerja kepada bawahannya.
Counseling adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara
pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti
keinginannya, ketakutannya dan aspirasinya.

e. Junior Board of Executive or Multiple Management
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Merupakan suatu komite penasihat tetap yang terdiri dari calon-calon manajer
yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk
kemudian direkomendasikan kepada manajer lini (top management).

f. Committee Assignment
Yaitu komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan,

menganalisis dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan.

g. Business games
Business game p dengan diadu untuk

bersaing mer ecahkgn

h. Sensitivity ainin§
Sensitivity rainingmaks
. > ™ . .
mengerti tentang di ndiri, mengiptakan peng n yang lebih mendalam di
antara para
spesifik.
» Pelatihan
Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich (1995) dalam bukunya Dr. H.
Achmad S. Ruky (2003:230), pelatihan adalah usaha untuk meningkatkan kinerja
karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan
dijabatnya segera. Konsep sistem pelatihan menurut Dr. Oemar Hamalik adalah
sebagai berikut :
“Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya)
yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada
tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga professional kepelatihan dalam
satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta

dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan
produktivitas dalam suatu organisasi.”
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Menurut Dr. H. Achmad S. Ruky (2003:230), beberapa pelatihan yang
ditemukan di hampir semua organisasi adalah sebagai berikut :
a. Pelatihan dasar (prajabatan)
Pelatihan dasar diberikan kepada calon-calon tenaga kerja atau calon anggota
organisasi tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas yang

akan dilakukannya dalam jabatan atau pekerjaannya nanti.

Pelatihan ini biasanya diberi an yang sudah melaksanakan

Pelatihan yang bersifat're a adalah pelatihan yang bertujuan
menghilangkan kelemahan yang ditemukan pada karyawan dalam
melaksanakan tugas-tugas tertentu.

d. Pelatihan penjenjangan
Pelatihan ini banyak digunakan oleh instansi pemerintah dan BUMN. Pelatihan
berjenjang sangat erat hubungannya dengan program pengembangan Karier.
Pelatihan ini dilaksanakan untuk karyawan yang diarahkan dan dicalonkan

untuk menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi daripada jabatannya

sekarang.
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Macam-macam metode Latihan menurut Andrew F. Sikula dalam bukunya
Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2000:76):
a. On the job
Para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu
pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Kebaikan dari metode ini

adalah para peserta belajar langsung pada kenyataan pekerjaan dan peralatan.

Sedangkan keburu a adalah pelaksanaan™sering tidak teratur (tidak

bagaimana cara-cara mengerjakan sesuatu pekerjaan melalui contoh-contoh

atau pekerjaan yang didemonstrasikan.

d. Simulation
Simulation merupakan situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin
dengan situasi yang sebenarnya tapi hanya merupakan tiruan saja.

e. Apprenticeship
Metode ini adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukaran
sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek

dari pekerjaannya.
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f. Classroom methods
Metode pertemuan dalam kelas meliputi lecture (pengajaran), conference
(rapat), programmed instruction, metode studi kasus, role playing, metode
diskusi dan metode seminar.

Menurut Dr. Mutiara S. Panggabean, M.E., pelatihan dapat didefinisikan

sebagai suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan

5) Dengan pelatihan dan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier
menjadi besar karena keahlian, keterampilan dan prestasi kerja lebih baik.
6) Meningkatkan jumlah balas jasa yang dapat diterima karyawan.
Perbandingan antara pendidikan dan pelatihan menurut Prof. DR. Soekidjo
Notoatmojo (2003:29) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan antara Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan Pelatihan

Pengembangan Menyeluruh (overall) Mengkhususkan (specific)

kemampuan
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Area kemampuan

Kognitif, afektif

Psikomotor

Jangka waktu

pelaksanaan

Panjang (long term)

Pendek (short term)

Materi yang diberikan

Lebih umum

Lebih khusus

Penekanan penggunaan

metode belajar mengajar

Konventional

- i,
Gelar (degree)

Inconventional

Sertifikat (non-degree)

baru ini perlu penambaha

b. Adanya kemajuan ilmu dan teknologi juga mempengaruhi suatu organisasi.

Jabatan yang dulu belum diperlukan, sekarang diperlukan. Kemampuan

orang yang akan menempati jabatan tersebut kadang-kadang tidak ada.

Maka, diperlukan penambahan atau peningkatan kemampuan yang

diperlukan oleh jabatan tersebut.

¢. Promosi dalam organisasi adalah suatu keharusan apabila organisasi itu mau

berkembang. Pentingnya promosi bagi seseorang adalah salah satu reward

dan insentive (ganjaran dan perangsang). Adanya ganjaran dan perangsang

yang berupa promosi dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi seorang

karyawan.
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d. Di dalam masa pembangunan ini organisasi atau instansi, baik pemerintah
maupun swasta merasa terpanggil untuk menyelenggarakan pelatihan-
pelatihan bagi para karyawannya agar diperoleh efektivitas dan efisiensi

kerja sesuai dengan masa pembangunan.

5. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

pelatihan. Prog N rdiri@ende atan sistem, maka

proses pendidika Sfati itu terdiri‘dari in&sasar diklat) dan output

dibedakan menjadi dua, ykni N at 1tifak (software) dan perangkat keras
(hardware). Perangkat lunak dalam proses diklat ini mencakup antara lain :
kurikulum, organisasi pendidikan dan pelatihan, peraturan-peraturan, metode
belajar dan tenaga pengajar atau pelatih itu sendiri. Sedangkan perangkat keras
diantaranya fasilitas-fasilitas, yang mencakup gedung, perpustakaan (buku-buku
referensi), alat bantu pendidikan dan sebagainya.

Pendekatan lain mengatakan bahwa faktor fasilitas, tenaga pengajar atau
pelatih, alat bantu pendidikan atau peraga, metode belajar mengajar itu
digolongkan menjadi sumber daya yang terdiri dari 4M (man, money, materiil dan

methods). Sedangkan kurikulum itu merupakan faktor tersendiri yang sangat besar



34

pengaruhnya terhadap proses pendidikan dan pelatihan. Di dalam manajemen,
sumber daya (4M/dimasukkan dalam input, sehingga hanya ada 3 unsur yakni :
input, proses dan output).

Secara skematis proses pendidikan dan pelatihan yang telah diuraikan di
atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Proses Pendidikan dan Pelatihan

mi) 4=l 2

B-0O00+m + omoLsson

:32)

Pendidikan dan i ala anisasi sebagai upaya untuk
pengembangan sumber klus yang harus terjadi terus-
menerus. Siklus pendidikan dan pelatihan menurut Notoatmodjo (2003:33) secara
garis besar ialah sebagai berikut :

a. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan
Tahap ini adalah tahap untuk mengumpulkan sebanyak mungkin
informasi yang relevan guna mengetahui dan/atau menentukan apakah
perlu/tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut (Faustino Cardoso,

1997:204). Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk mencari atau identifikasi

kemampuan-kemampuan apa yang diperlukan oleh karyawan dalam rangka
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menunjang kebutuhan organisasi/institusi. Tahap ini pada umumnya mencakup

3 jenis analisis :

1. Analisis organisasi, yang pada hakikatnya menyangkut: dimana atau
bagaimana di dalam organisasi atau institusi ada personel yang memerlukan
pelatihan. Lalu dipertimbangkan biaya, alat-alat, dan perlengkapan yang

dipergunakan. Kemudian dilakukan analisis iklim organisasi, sebab hal ini

analisis org anis%s

ukt@%p klasif aKk jaan. é

e Tugas-tugas yang seha
karyawan
e Sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan
pekerjaan dengan baik, dsb.
3. Analisis pribadi
Analisis pribadi dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang membutuhkan
pendidikan dan pelatihan macam apa. Untuk memperoleh informasi ini

dapat dilakukan melalui achievement test, observasi dan wawancara.
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b. Menetapkan/merumuskan Tujuan
Tujuan adalah sebuah pernyataan tentang kehendak terjadinya perubahan
dari sebuah proses. Dalam pengembangan SDM, ditinjau dari sisi individu
karyawan, perubahan yang diinginkan dapat berupa peningkatan pengetahuan,
sikap, keterampilan dan pengembangan Kkarir. Sementara, ditinjau dari

kepentingan perusahaan adalah tercapainya kinerja organisasi yang maksimum

sebagai buah dari pengembangan pegawai“(@\angkuprawira, 2003:143).

dan pelatihan, selanjutnya
diidentifikasi materi-materi atau bahan-bahan pelajaran yang akan diberikan
dalam pendidikan atau pelatihan yang dapat mengembangkan atau
meningkatkan kemampuan para peserta. Juga dilakukan identifikasi waktu
yang diperlukan untuk tiap-tiap materi atau topik/sub topik yang lebih rinci.
Setelah itu ditentukan metode belajar-mengajar yang bagaimana yang akan

dipakai serta alat bantu belajar yang diperlukan (Notoatmojo, 2003:35).

d. Persiapan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
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Sebelum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan, terlebih dahulu
dilakukan persiapan yang pada umumnya mencakup Kkegiatan-kegiatan
administrasi antara lain:
= Menyusun silabus dan jadwal (penjabaran kurikulum ke dalam kegiatan

pembelajaran)

Pemanggilan dan seleksi peserta

Menghubungi pa

= Penyusan

diperlukan.

Setelah berakhirnya pendidikan dan pelatihan, seyogyanya dilakukan
evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah menilai apakah pelatihan yang telah
dilaksanakan tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Menurut Notoatmojo (2003 : 36) evaluasi mencakup :
= Evaluasi terhadap proses, meliputi : organisasi penyelenggaraan diklat

(misalnya: administrasi, konsumsinya, ruangannya, para petugas dan
sebagainya), penyampaian materi diklat (misalnya: relevansinya,

kedalamnya, pengajarnya dan sebagainya)
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= Evaluasi terhadap hasilnya, mencakup evaluasi sejauh mana materi yang
diberikan itu dapat dikuasi atau diserap oleh peserta diklat. Apakah ada
peningkatan kemampuan atau keterampilan, pengetahuan dan sikap dari

para peserta diklat.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Secara singkat kerangka ang digunakan oleh peneliti dapat

rikut :

2 Wl
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Dalam upaya pengembangan kualitas dan kompetensi pegawainya, Dinas
Perhubungan memiliki beberapa langkah. Dalam penelitian ini, penulis

memfokuskan pada pelaksanaan pengembangan SDM melalui pendidikan dan
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pelatihan (Diklat). Program pendidikan dan pelatihan merupakan program yang
paling memberi manfaat terhadap peningkatan kompetensi pegawai di Dinas
Perhubungan daripada program pengembangan lainnya seperti Tugas Belajar dan
ljin Belajar. Hal tersebut dikarenakan sebagian pekerjaan di Dinas Perhubungan
adalah pekerjaan yang bersifat teknis, yang banyak bertugas langsung di lapangan,

seperti pengujian kendaraan bermotor, pengaturan lalu lintas setiap harinya dan

lain-lain.

Di Dinas Pe elatihan, dilaksanakan secara
internal dan internal di Dinas
Perhubungan Penyelenggaraan
Pembinaan ubungan sendiri.
Sedangkan, pé didik? atihan,seca alah DIKLAT vyang
diselenggarakanioleh Per a ' ini melalui Badan
Penyelenggara Dikla a Diklat menyampaikan

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan
melalui pendidikan dan pelatihan diawali dari kegiatan analisis kebutuhan untuk
mengetahui kemampuan-kemampuan apa yang diperlukan oleh karyawan dalam
rangka menunjang kebutuhan organisasi/institusi, serta penentuan pegawai yang
perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kemudian merumuskan tujuan dari
pendidikan dan pelatihan yang pada hakekatnya adalah perubahan perilaku
(kemampuan) pegawai. Langkah selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan

Pembinaan Teknis maupun DIKLAT. Kemudian pelaksanaan Pembinaan Teknis
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dan DIKLAT itu sendiri. Dan langkah terakhir adalah evaluasi terhadap proses
dan evaluasi terhadap hasil.

Dari beberapa langkah tersebut, diharapkan dapat menghasilkan SDM yang
berkompeten dan mampu menghadapi pekerjaan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan yang semakin kompleks.
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BAB Il1
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian tentang pengembangan SDM ini termasuk dalam penelitian
dasar dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek

yang akan diteliti. Pepefitian kualitatif dengan gunakan metode deskriptif

dengan terlebih ahulli.pe

dia@lisis d pahasan.
itian é&
S

Penelitian ini

masalah mengenai
meningkatnya volume
tampung terminal utama Surakarta, dan lain-lain, yang belum dapat diselesaikan.
Beberapa masalah tersebut perlu adanya upaya penanganan yang harus
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kota Surakarta. Dalam melakukan
penanganan terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan perlu
adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dan handal yang terus
dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan pekerjaan. Maka dari itu,
peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan sumber

daya manusia bagi pegawai di Dinas Perhubungan kota Surakarta.
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3. Metode Pengambilan Sampel
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk
menentukan sampelnya. Dalam metode ini, teknik cuplikannya (sampling)
cenderung bersifat “purposive” karena dipandang lebih mampu menangkap
kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak

tunggal. Pilihan sampel diarahkan pada sumber data/informan yang dipandang

data dapat dipe
% Informan
Informan yang dibut
diantaranya :
s Kepala Dinas Perhubungan kota Surakarta
e Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
s Beberapa pegawai yang telah mengikuti Pembinaan Teknis dan DIKLAT
untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang telah diikuti.
% Dokumen
Selain melalui wawancara, sumber data juga dapat diperoleh melalui dokumen
dan arsip-arsip serta keterangan lain yang berhubungan dengan permasalahan

dalam penelitian ini, diantaranya :
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¢ Buku-buku dan arsip yang berhubungan dengan program Diklat di

Dinas Perhubungan.
s Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan tahun 2011-2015

+ Jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku referensi yang menunjang topik
dalam penelitian ini.

e Laporan Pembinaan Teknis ,Dinas Perhubungan Kota Surakarta Tahun

Anggaran 201
5. Teknik Pengumpalan Dat
Sesual ngand.enl eneliti

dimanfaatkang maka n|k peng : akanfidigunakan dalam

sangat penting dalam™ penelitia
narasumber atau informan.

Peneliti akan menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur atau
sering disebut sebagai wawancara mendalam. Teknik wawancara ini dilakukan
dengan pertanyaan “open-ended” dan mengarah pada kedalaman informasi,
serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna
menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat
bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih

jauh dan mendalam (H.B. Sutopo, 2002:59).
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Wawancara mendalam ini dapat dilakukan pada waktu dan kondisi
konteks yang dianggap paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, jujur
dan mendalam. Wawancara dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan
keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah
yang sedang diteliti (H.B. Sutopo, 2002:59).

b) Pencatatan dokumen

Dokumen tertukis”dan arsip merupakan sumbe
posisi penting e %Do u
dokumen-do men utusar%

data yang sering memiliki

ketetapan resmi, laporan,

7. Teknik Analisis Data
Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif.
Dalam model ini tedapat tiga komponen utama (H.B. Sutopo:2002:91) vyaitu :
a) Reduksi Data
Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan
membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data
adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek,
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data

sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.
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b) Sajian Data

Sajian data merrupakan rakitan organisasi infromasi, deskripsi dalam bentuk
narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data
selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks,
gambar/skema, jaringan Kkerja kaitan kegiatan dan juga table shegai pendukung

narasinya.

Penarikan Kesimp Verifikasi

model interaktif

Pengumpulan

> data

Reduksi data < »>

Penarikan simpulan

Sajian data

[ verifikasi

Sumber : H.B. Sutopo (2002: 96)



46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI
1. VISI, MISI DAN TUPOKSI
Visi Dinas Perhubungan :

Terwujudnya budaya lalu lint

an angkutan jalan yang tertib, lancar,

enggerak dan penunjang

aman, nyaman serta efisien sebagai pe%orong,

pertumbuhan ekghomi, (Q/w %

s Menyel

s Menyelenggarakan pelayanan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau
oleh daya beli masyarakat.

+ Menyelenggarakan pelayanan moda angkutan umum, penumpang, sarana &
prasarana terminal tirtonadi.

« Menyelenggarakan pelayanan aktivitas, sarana dan prasarana perparkiran.

+ Menggali potensi serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

s Menyelenggarakan administrasi keuangan, SDM, sarana dan prasarana

perkantoran.
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Tugas pokok dan Fungsi
Tugas pokok : "menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu
lintas, angkutan dan teknis sarana dan prasarana"
Fungsi :
1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas

2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

3. Penyelenggaraangfianajemen dan rekayasa lalt™intas
4. Pengaturan ag

5. Pembinaa 02 S an dan bengkel

10. Pembinaan jaba
11. Pengelolaan Unit Pela

(http://dishub-surakarta.com)

2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang mengacu pada visi misi
adalah :
e Lancarnya lalu lintas
e Tersedianya alat angkutan sesuai kebutuhan pemerataan distribusi orang,
barang dan jasa
» Meningkatnya kesadaran wajib uji untuk melaksanakan uji kendaraan

» Terwujudnya kawasan tertib lalu lintas.
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu

1 tahun. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah :

Terwujudnya sistem yang management yang baik serta sarana dan prasarana

lalu lintas yang memadai

Adanya alat transportasi yang efektif, efisien dan berkualitas

Tercapainya sarana angkutan jalan yang memenuhi persyaratan teknis laik

jalan

Meningkatny@a peraturan perundang-

sebagai berikut :
1. Kepala Dinas, membawahkan™
a) Sekretariat
b) Bidang Lalu Lintas
¢) Bidang Angkutan
d) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana
e) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
f) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat, membawahkan :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Keuangan
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¢) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :

a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

b) Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban

4. Bidang Angkutan, membawahkan :

a) Seksi Angkutan Orang

8. Kelompok Jabatan Fungsiona

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan Perda
Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

50

commut to user
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PENJELASAN :
Struktur Dinas Perhubungan Kota Surakarta terdiri atas Sekretariat dan
Bidang-bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

Untu tas, sekretariat mempunyai
fungsi
* Penyia pembinaan,
pengkoordinasianz ga terpadu, pelayanan
administr perencafaan, evaluasi dan

» Pelaksanaan tugas 3 ibepikangolen™Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tugasnya meliputi :
koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan
system informasi di lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan tugasnya
meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di

lingkungan Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugasnya meliputi :
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pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan
tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan
Dinas.
2. Bidang Lalu Lintas
Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas penyiapan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan

bimbingan keselamatan dan ketertiban.

Untuk

pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan
serta merencanakan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.

b) Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban, yang tugasnya meliputi :
penyuluhan, bimbingan keselamatan dan ketertiban kepada masyarakat di
bidang lalu lintas jalan, sungai dan rel.

3. Bidang Angkutan
Bidang Angkutan mempunyai tugas penyiapan Kkebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan orang dan angkutan barang.
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Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Angkutan mempunyai fungsi
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang angkutan orang dan barang serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Angkutan

dibantu oleh :

a) Seksi Angkutal ang, yang tugasnya meliputi : menyiapkan saran

pertimbangan

e 194
pengawasan p@%nggara nya.

b) Seksi A ngkuta&lang ano
-

erta pemberian ijin

versifat khusus dan

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
keselamatan jalan, pengawasan dan pengamanan jalan serta pemeriksaan
kendaraan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan, pengawasan dan pengamanan

jalan serta pemeriksaan kendaraan.
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Dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Teknik Sarana
dan Prasarana dibantu oleh :
a) Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel, yang tugasnya meliputi : pembinaan
dan pengawasan teknis kendaraan bermotor dan tidak bermotor/becak serta
perbengkelan.

b) Seksi Uji Kendaraan. Yang tugasnya meliputi : pembinaan dan pengawasan,

, yang mempunyai tugas
kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.
. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas melakukan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang
pengelolaan perparkiran.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, UPT Perparkiran dibantu

oleh:
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» Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perparkiran, yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

dilihat pada table di bawah"ini

Tabel 4.1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan/Bagian/Bidang

No Jabatan Kepala | Kasubbag/ Staf Jumlah
Kasi (PNS+CPNS)

1. | Kepala Dinas 1 0 0 1

2. | Sekretatiat 1 3 8 12

3. | Bidang Lalu Lintas 1 2 12 15

4. | Bidang Angkutan 1 2 21 24

5. | Bidang Teksar 1 2 14 17

6. | UPTD Perparkiran 1 0 16 17

7. | UPTD Terminal 1 1 97 99
Jumlah 7 10 168 185 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surakarta
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Berdasarkan table di atas, jumlah pejabat struktural Dinas Perhubungan Kota
Surakarta sebanyak 17 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bagian,
Kepala Subbag, Kepala UPTD serta staf yang terdiri dari pegawai yang berstatus
PNS dan CPNS.

Berikut ini data pegawai Dinas Perhubungan yang dikelompokkan menurut

Golongan/Kepangkatan :

Tabel 4.2 Datafpegawai berdasarkan Golomgan/Kepangkatan

Jumlah

P
o

2 orang
1 orang
11 orang
16 orang
43 orang

9 orang

3 orang

3 orang

© 0o N o g~ wDh e

64 orang

[E
o
@
2
b

©

11 orang
13 orang

[E
N
@
2
o

o

0 orang

[E
w
@
2
o
©

9 orang

[EN
(BN
@
=k
o
[EN
w D
O O O O N N -

14. Gol. la 0 0 orang

JUMLAH 170 15 185 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Berdasarkan tingkat golongan, golongan terendah adalah golongan | b
sebanyak 9 orang dan tertinggi adalah 1V b sebanyak 2 orang. Dari table di atas
juga dapat diketahui jumlah pegawai pria lebih banyak daripada jumlah wanita

yakni sebanyak 173 orang pria dan 15 orang wanita.
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Di bawah ini merupakan data jumlah pegawai berdasarkan Tingkat
Pendidikannya :

Tabel 4.3 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No. | Tingkat pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 S2 7 2 9

2 S1 42 6 48

3 D4 5 0 5

4 ' 1 3

5 3

6 1

7 91

8 15

9 10

JUMLA 185 orang

Sumbe ' an Kota Surakarta

Berdasarkan didikan rata-rata pegawai

Dinas Perhubungan kot S1, dengan jumlah lulusan

SLTA 93 orang dan jumlah lulusan S1 49 orang.
Berikut ini disajikan data pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan Diklat
Struktural/Diklat Pimpinan :

Tabel 4.4 Data pegawai berdasarkan Diklat Struktural/Diklat Pimpinan

No. | Jenis Diklat Laki-laki Perempuan
1 Diklat Pimpinan Tingkat |1 1 orang 0 orang
2 Sespa/spamen 0 orang 0 orang
3 Diklat Pimpinan Tingkat Il 0 orang 1 orang
4 Sepadya/Spama 0 orang 0 orang
5 Diklat Pimpinan Tingkat IV 2 orang 1 orang
6 Sepala/Adumla 1 orang 0 orang
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7 Sepada /Adum 2 orang 1 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surakarta

. DIKLAT KEPEGAWAIAN
Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan adalah 185 orang
dan semuanya telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum pegawai

tersebut diangkat menjadi PNS, mereka harus mengikuti masa training CPNS

pemahaman. Pendidikan bersi

s Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk
meningkatkan keahlian, pengetahuan atau perubahan sikap individu.

s Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS PP 101/2000.

+ Diklat mengandung dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi

pelatihan.

Sasaran Diklat PNS
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Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
masing-masing jabatan.

Terpenuhinya persyaratan kompetensi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan
pekerjaan ataupun jabatan secara baik dan efektif sesuai posisi serta tugas dan
fungsi PNS dalan SANKRI

Landasan

UuUD 1945

UU No 8 Tah

Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan
yang baik.

Jenis dan Jenjang Diklat

Diklat PNS terdiri dari 2 jenis :

1) Diklat Prajabatan, terdiri dari :

= Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan |
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= Diklat Prajabatan golongan Il untuk menjadi PNS golongan |1

= Diklat Prajabatan golongan Il untuk menjadi PNS golongan 111
2) Diklat dalam jabatan, terdiri dari :

= Diklat kepemimpinan

= Diklat fungsional

= Diklat teknis

Diklat Prajabatan
= Diklat prajabatas i aratkan dalam pengangkatan

CPNS menjadi PNS‘_i

= Setiap CPNS ur@pat dia
diklat prajabatan. &
P

= CPNS wajib diik akan dalan 5 an selambat-lambatnya 2

pengetahuan dasar tentang system.
= Penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas dan budaya organisasinya
agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat.

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim)

= Diklatpim dilaksanakan  untuk  mencapai  persyaratan  kompetensi
kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan
structural yang diemban.

= Kompetensi dalam Diklatpim ini merupakan salah satu syarat yang harus

dipenuhi bagi PNS yang diangkat dalam jabatan structural dalam rangka
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memenuhi  kompetensi jabatannya disamping syarat-syarat lain yang
ditentukan.

= Oleh karena diklat ini ditujukan bagi mereka yang akan atau sudah menduduki
jabatan struktural, maka keikutsertaan PNS dalam Diklatpim sifatnya selektif

dan diikuti atas dasar penugasan, dan bukan merupakan fasilitas yang bersifat

terbuka dan dapat diminta sebagai hak.

pakan penugasan dan bukan

4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat I, yaitu Diklatpim yang
dipersyaratkan untuk jabatan Eselon |

Diklat Fungsional

= Diklat fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan
fungsional masing-masing.

= Jenis dari jenjang diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional
tersebut ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional yang

bersangkutan.
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Diklat Teknis

= Diklat teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS

= Kompetensi teknis yang dimaksud adalah kemampuan PNS dalam bidang-
bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing

= Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu

Pembinaan Teknis.
Berikut data-data mengenai j pegawai yang mengikuti pelaksanaan
Pembinaan Teknis dari tahun 2007-2011:

Tabel 4.5 Jumlah peserta yang megikuti Pelaksanaan Pembinaan Teknis

Jumlah Peserta
Tahun
Gelombang | Gelombang Il

2007 100 orang 100 orang
2008 100 orang 100 orang
2009 100 orang 100 orang
2010 100 orang 100 orang
2011 100 orang 100 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surakarta
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Jumlah peserta tersebut diambilkan dari pegawai Dinas Perhubungan yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditambah beberapa pegawai honorer.
Dari 185 orang pegawai Dinas Perhubungan yang berstatus PNS yang diikutkan
dalam kegiatan Pembinaan Teknis ini lebih diutamakan/diprioritaskan para
pegawai yang tidak mendekati usia pensiun dengan maksud untuk lebih

meningkatkan pengetahuan bagi pegawai yang lebih muda.

No. | Tahun {ama vais.. P, enis Diklat yang Diikuti
2007 . A Herme a0 DiKT: emimpinan 11
klat Manajemen Lalu Lintas
R, S:50s. _ at Manajemen Terminal
d) Andri Wahyudi, S.E. Diklat PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil)
e) Taufig Muhammad, S.SiT Diklat Manajemen Angkutan
f) Moch. Usman, S.SiT Diklat Pengujian Kendaraan
Bermotor
2008 @) Ongko Prasetyo F, S.Sos.,MM a) Diklat Manajemen Lalu Lintas
b) Agus Dwiyanto, S.E. b) Diklat PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil)
c) Harun Al Rosyid, S.T. c) Diklat  Pengujian  Kendaraan
Bermotor
d) Andy Purwanto, S.E. d) Diklat Pengelolaan Terminal
2009 ) Drs. Yosca Herman Soedradjad, | a) Diklat National Environmentally
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MM

S.H.,M.Hum.

d) Ari Wibowo, S.SiT

f) Sandi Mulyanto, S.Sos

2010

b) Agung Wijayanto,

c) Rohmadi Widiatmoko, S.E.

e) Bangkit Harmanto Putra

Sustainable Transport Train

b) Diklat Pengelolaan Kepegawaian

¢) Diklat Manajemen Lalu Lintas

d) Diklat ANDALALIN (Analisis
Dampak Lalu Lintas)

e) Diklat Manajemen Lalu Lintas

f) Diklat Manajemen Persimpangan

Manajemen  Terminal

2011

f) Agus Purnomo, S.E.

Penguji  Kendaraan

otor (Senior)

at Pembekalan Kepala

Terminal

f) Diklat PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil)

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Data mengenai pendidikan dan pelatihan di atas merupakan Diklat eksternal

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan yang mengadakan Diklat tersebut

adalah Balai/Lembaga Diklat yang merupakan milik Pemerintah Propinsi.

Selain pendidikan dan pelatihan secara eksternal, Dinas Perhubungan juga

melaksanakan Diklat yang dilaksanakan secara internal. Diklat internal atau yang

lebih disebut Pembinaan Teknis dilaksanakan dengan dasar-dasar antara lain :
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¢ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009
tentang LLAJ

s Peraturan Daerah Kota Surakarta No 6/2006 tentang penyelenggaraan LLAJ

s+ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kabupaten dan Kota

Ruang lingkup dari kegiatan Pembinaan Teknis pegawai Dinas

Perhubungan adalah sebagai berikut :

¢ Melakukan k si untuk mendukung
tujuan pempinaan cda as pekerjaan serta
pelayanan

+ Mengiden LLAJ vyang
ditemukan di itan“denga intas yang baik di kota
Surakarta

+ Pelatihan fisik dan‘me rs@nil yang tangguh, terampil,

loyalitas dan berdedikasi tinggi
Agar mencapai daya guna yang optimal pada Pembinaan Teknis Pegawai
Dinas Perhubungan kota Surakarta, materi pembinaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Materi-materi yang biasanya diajarkan dalam Pembinaan Teknis

No. Materi Pembinaan Penyampai Materi
1. Pengetahuan tentang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota
Surakarta

) Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Kepala Dinas Perhubungan
dalam penyelenggaraan LLAJ Kota Surakarta

3. Teori dan Praktek Baris Berbaris CPM

4. Pengetahuan tentang Kedisiplinan Inspektorat Kota Surakarta

5. Pengetahuan Kepegawaian BKD Kota Surakarta
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6. Keselamatan Transportasi Dishubkominfo Prov. Jateng
7. Perundang-undangan LLAJ Dishubkominfo Prov. Jateng
8. Pengetahuan tentang Terminal Dishubkominfo Prov. Jateng
Pengetahuan tentang Pengujian ) )
9. Dishubkominfo Prov. Jateng
Kendaraan Bermotor
10 | Pengetahuan tentang Angkutan Umum Dishubkominfo Prov. Jateng

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surakarta

7. DATA PEGAWAI D
No.
1. | Drs. Yosca

MM.

2. | Dra. Tutik 8
3. | Dra. Anasta
4. | Sri Rusmini &
5. | Agung Wijaya
6. | Endang Diah
7. | Sentot Suprabowo, S.E.
8. | C. Endang Suprapti
9. | Yugiswara, S.E. _
10. | Rohmadi Widiatmoko,
11. | Rita Dwi Hastuti, S.H.
12. | Didik Setyanto, S.T.,MM
13. | Sri Baskoro, S.H., M.Si.
14. | Joko Pramono, S.E.,MM.
15. | Tri Suranto, S.E.
16. | Muhammad Ikrom
17. | Ari Wibowo, S.SiT.
18. | Ari Atnoko, S.T.
19. | Bangkit Harmanto Putra
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171 | Sukarno Petugas Pengatur Lalu Lintas
172 | Sukiman Petugas Pengatur Lalu Lintas
173 | Sularjo, S.H. Petugas Pengatur Lalu Lintas
174 | Sunardi Petugas Pengatur Lalu Lintas
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182 | Haryanto s Perawatan Bangunan, Listrik
183 | Nowo Hartatmo Bangunan, Listrik
184 | Sumarno Bangunan, Listrik
185 | Wakidi Bangunan,  Listrik
Sumber : S karta
B. ANALISIS DATA

dapat menjawab setiap tantangan dari lingkungan luar yang terjadi sekarang.
Tantangan yang dihadapi sekarang yang berhubungan dengan lalu lintas dan
angkutan jalan diantaranya mengenai kemacetan, peningkatan jumlah kendaraan,
parkir liar, masalah terminal dan moda transportasi.

Dinas Perhubungan sebagai sebuah organisasi tentunya memiliki visi, misi
dan tupoksi. Dan untuk mewujudkannya tentu perlu didukung oleh kualitas SDM
untuk menunjang setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan organisasi. Untuk
pengembangan diri setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara

efektif dan efisien, maka diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia
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(SDM). Pengembangan SDM vyang dilaksanakan di Dinas Perhubungan salah
satunya melalui program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan
membantu pegawai untuk dapat belajar mengerjakan tugas-tugasnya secara
profesional.

Dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan dapat diperoleh

data dan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis mengenai pelaksanaan

pengembangan sumbergda

2011. Secara garisses @Whan y dilaksanakan di Dinas

Perhubungan dibagi menj )e |d|kan%elatih

disebut Pembinaan %ﬁis ( NTA) dilaksanakamy dan diatur sendiri oleh

Dinas Perhubungan. %kan pendidikan dan @\an secara eksternal atau

disebut dengan DIKLAT dilaksanakan dengar

a manusia yang dilaksanakan pada tahun 2007 hingga

secara Internal dan

pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi sebagai upaya untuk
pengembangan sumber daya manusia adalah suatu siklus yang harus terjadi terus-
menerus. Hal ini terjadi karena organisasi itu harus berkembang untuk
mengantisipasi perubahan-perubahan di luar organisasi tersebut. Untuk itu maka
kemampuan SDM atau karyawan organisasi itu harus terus menerus ditingkatkan
seirama dengan kemajuan dan perkembangan organisasi. Siklus pendidikan dan
pelatihan yang penulis cantumkan dalam kerangka pikir adalah sebagai berikut :
& Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, yang pada umumnya mencakup

- analisis organisasi, analisis pekerjaan dan analisis pribadi.
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Menetapkan tujuan pendidikan dan pelatihan.

Tujuan pendidikan dan pelatihan pada hakikatnya ialah perumusan
kemampuan yang diharapkan dari diklat tersebut.

Persiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Sebelum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan

persiapan, yang pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan administrasi,

antara lain : menywSun silabus dan jadwal diklag; pemanggilan dan seleksi

peserta, meng materi diklat serta

penyediaan fbahan;b eNS pat,akomodasi bila

ahaan p ikan dan pelatihan, antara

Evaluasi

o Evaluasi terhadap proses, meliputi : organisasi penyelenggaraan diklat
(misalnya: administrasi, konsumsinya, ruangannya, para petugas dan
sebagainya) , penyampaian materi diklat (misalnya: relevansinya,
kedalamnya, pengajarnya dan sebagainya)

o Evaluasi terhadap hasilnya, mencakup evaluasi sejauh mana materi yang
diberikan itu dapat dikuasi atau diserap oleh peserta diklat. Apakah ada
peningkatan kemampuan atau keterampilan, pengetahuan dan sikap dari

para peserta diklat.
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1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL (PEMBINAAN TEKNIS)
a) Analisis Kebutuhan Pembinaan Teknis
Strategi pengembangan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan
hendaknya merupakan respon terhadap suatu kebutuhan (need) dan tidak
hanya merupakan reaksi terhadap suatu masalah semata-mata. Jika suatu

masalah telah diidentifikasi maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan

alternatif pemecahai® Suatu kebutuhan pendidikan dan pelatihan merupakan

meningkatkan pengetahuannya pada bidang LLAJ guna memberikan
pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Adapun beberapa permasalahan
yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan LLAJ
(Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang baik, dalam arti lancar, aman, nyaman,
murah dan tertib meliputi :

= Tertibnya UU No 2/2009 LLAJ yang perlu disosialisasikan kepada setiap

personil
e« Angka pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak sebanding dengan

pertumbuhan jalan
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* Sarana dan prasarana lalu lintas belum memadai

» Sosialisasi dan pembinaan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan belum
optimal

+ Kurangnya disiplin masyarakat pengguna jalan

e SDM di bidang lalu lintas masih kurang memadai

Dinas Perhubungan juga menganalisis dan mengidentifikasi kemampuan-

kemampuan apa Y. alam menunjang tugas dan
tanggung jawabnya We identifikasi dengan
melihat tu ksi mﬁmasi i inas Perhubungan. Seperti

pegawai yang
memiliki tupoksi

dari melihat tupoksi tersebut.”
(Hasil wawancara tanggal 24 November 2011)

Dari wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pembinaan Teknis
dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan seluruh pegawai wajib
mengikutinya. Dalam menentukan pegawai yang wajib mengikuti pembinaan
teknis, Dinas Perhubungan juga mempertimbangkan faktor usia, karena Dinas
Perhubungan lebih memprioritaskan pegawai yang usianya tidak mendekati
usia pensiun. Dalam mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang perlu
dimiliki oleh pegawai, Dinas Perhubungan melihat pada tupoksi (tugas pokok

dan fungsi) yang dimiliki oleh masing-masing bidang. Pada tupoksi terdapat
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tugas-tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Dan per bidang
masih dibagi menjadi sub-sub bidang sehingga tupoksinya pun juga masih

dibagi lagi.

Perumusan Tujuan Pembinaan Teknis
Pembinaan Teknis diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan

SDM aparat Dinas Perhubungaafbaik PNS maupun non PNS/THL (tenaga

harian lepas) yang telah diangkat dan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri

Sipil guna <

alulintasan. Tujuan

tersebut dirumuskan d

‘ Z
alam laporan “Pembinaan Teknis Pegawai Dinas
~ -_—
= I 1 )
Perthubungan Kota Surakarta tahun 2011”. Dalam laporan tersebut dijelaskan

adalah untuk :
pegawai Dinas
erhadap masyarakat;
dan berinovasi dalam
melaksanakan intensifik ikasi PAD.
Sedangkan tujuan Pembinaan Teknis pegawai Dinas Perhubungan adalah
untuk mewujudkan pegawai Dinas Perhubungan yang mampu mengatasi

permasalahan bidang LLAJ dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Teknis

Sebelum dilaksanakan Pembinaan Teknis, maka harus dilakukan dahulu
segala persiapan agar pelaksanaan Pembinaan Teknis dapat berjalan dengan
lancar. Persiapan pelaksanaan Pembinaan Teknis berbeda dengan DIKLAT

karena Pembinaan Teknis diselenggarakan sendiri oleh Dinas Perhubungan,
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sedangkan untuk DIKLAT hanya mengikuti tawaran yang diberikan dari
Badan Penyelenggara Diklat baik dari Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Pusat.

Persiapan Pembinaan teknis diantaranya mencakup persiapan materi,
tempat pelaksanaan dan tenaga pengajar. Seperti yang diungkapkan Ibu Dra.

Anastasia Tri Rahayu Warastuti berikut ini :

‘Untuk persia| a nyiapkan materi, nyi n tempat, nyiapkan dosen.
Materinya juga ada di laporan Rembinaal Teknis pegawai Dinas

an, dasar pelaksaﬁaa‘ﬁdan latar belakangnya juga ada.”

_— w“ !""'"IJWW -
awangﬁ@gal 30 vembe%
ora@binaan eknis, dasar peIak? annya.adalah :

Beliau juga menambahkan :

“....misalnya ada UU LLAJ yang baru Nomor 22 Tahun 2009 tentang
LLAJ. Intinya kan kita perlu sosialisasikan kepada personil, selain itu
banyak kendaraan, kan jumlah kendaraan dulu dengan sekarang kan beda,
dulu sedikit sekarang banyak.”

(Hasil wawancara tanggal 30 November 2011)
Pernyataan dari ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti tersebut juga

hampir sama dengan yang diungkapkan Bapak Agung Wijayanto,
SH.,M.Hum., selaku Pengelola Kepegawaian, yaitu pengembangan setiap
materi harus disesuaikan dengan situasi yang terjadi di lingkungan pekerjaan,

seperti dalam kutipan wawancara berikut ini :
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*“...Materinya menyesuaikan dengan aturannya, misalkan kemarin ada
aturan baru tentang LLAJ. Kita juga menyesuaikan kebutuhan di lapangan,
misalkan dengan semakin banyaknya kecelakaan, banyaknya kendaraan,
masalah parkir seperti di jalan Slamet Riyadi itu kan sebenarnya sudah ada
aturan tidak boleh untk lahan parkir, kalau kita larang kan kita harus punya
solusinya. Jadi materinya menyesuaikan di lapangan. Penentuan materi
pembinaan teknis juga melihat beban kerja, misalnya untuk persiapan
mengatur lalu lintas tiap pagi kami harus siap jam 05.00 setiap hari, untuk
haru Minggu juga ada car free day, jadi tiap Minggu kami juga kadang
bertugas. Makanya kami memberikan motivasi kerja oleh seorang
motivator agar saat menghadapi pekerjaan tersebut punya motivasi. Jadi
harus menyesuajkan kondisi pegawai.”

ancara tanggal 24 Novembe
la informan tersebut,

011)
ijelaskan bahwa penentuan

al adalah materi-materi yang
Iintas dan menyesuaikan

an Masalahgsalah

dengan kondisi @(emba Slintas %

g berhubungan

nisalnya mengenai

maupun Pemerintah Kota Surakartd, pertan tersebut juga disampaikan dan
disosialisasikan kepada pegawai Dinas Perhubungan. pemberian materi
Pembinaan Teknis juga melihat beban kerja yang dialami oleh para pegawai
Dinas Perhubungan yang semakin padat dan dituntut untuk tetap professional
dan bertanggung jawab, seperti tugas-tugas di pagi hari dalam mengatur lalu
lintas yang semakin padat, mereka harus siap pukul 05.00 setiap harinya dan
masih harus mengerjakan tugas di kantor di siang harinya . Saat hari Minggu
pun mereka juga bertugas secara bergilir saat car free day, karena harus
mengatur kendaraan-kendaraan yang dialihkan jalannya. Dengan beban kerja

yang seperti itu, maka Dinas Perhubungan juga memberikan materi tentang
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motivasi kerja yang disampaikan oleh seorang motivator agar para pegawai
tetap memiliki motivasi dalam bekerja.

Untuk alokasi waktu yang dibutuhkan dalam penyampaian materi menurut
ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti, bobot waktunya disesuaikan dengan
materi dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Jika materinya

lebih berbobot maka alokasi waktu yang dibutuhkan juga lebih panjang.

Setiap pelaksanaa at juga membutuhkan™biaya, terutama untuk biaya

“...Bobot Waktﬁ:r-{ a ya disesuaikan dengan anggaran, kalau anggrannya
nggak clikup un embayar doseflya ngdak bisa. Kalau materinya lebih
berbobot ya waktunya lebih panjang...”

juga menyiapkan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi segala
fasilitas dan kebutuhan selama pelaksanaan Pembinaan Teknis, seperti tenaga
pengajar/dosen, ruangan/gedung, materi/handout, konsumsi dan uang saku
para peserta Diklat. Biaya untuk pelaksanaan Pembinaan Teknis tersebut
diambilkan dari anggaran APBD.

Penerapan metode yang tepat dalam pelaksanaan Pembinaan Teknis
tentunya akan berpengaruh baik terhadap penerimaan materi Pembinaan
Teknis yang disampaikan tenaga pengajar bagi para peserta. Metode yang

diterapkan dalam penyampaian materi Pembinaan Teknis adalah Teori dan
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Praktek. Seperti dalam wawancara dengan ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu
Warastuti berikut ini :

“...Metode nya biasanya teori dan praktek, prakteknya itu PBB, lainnya
teori. Soale cuma 3 hari, seperti seminar.”

(Hasil wawancara tanggal 30 November 2011)

Menurut bapak Agung Wijayanto, penyampaian materi juga dilakukan

dengan tanya jawab yaitu melibatkan peserta untuk menyampaikan pendapat.

Metode tersebut Pembinaan Teknis karena

sudah cocok untuk pelaksanaan
sebagian bes ateri e etah . Sedangkan untuk
materi Prakte 1 2 deng@tode Praktek dimana para

menjadi dua gelombang agar tidak semua pegawai mengikutinya. Satu kali

gelombang Pembinaan Teknis diikuti oleh setengah dari pegawai Dinas
Perhubungan, sedangkan setengah pegawai yang lain tetap melaksanakan
tugas dan pekerjaan di kantor dan di lapangan. Untuk penyelenggaraan
Pembinaan Teknis gelombang kedua diikuti oleh pegawai yang belum
mengikuti Pembinaan Teknis pada gelombang satu. Berikut ini adalah contoh
jadwal penyelenggaraan Pembinaan Teknis yang baru saja dilaksanakan pada
tanggal 17-19 Oktober 2011 dan 20-22 Oktober 2011 :

Tabel 4.9 Contoh Jadwal Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
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T::g;:;;l Waktu Acara/Mata Pelajaran Pengajar/Moderator
Senin, 17 »07.00-08.00 Teori dan Praktek Baris-berbaris | CPM
Oktober 1608.00-08.30 |e Break Coffee * Panitia
2011 ©08.30-09.00 (¢ Pembukaan » Sekda Kota Surakarta
©(09.00-11.00 Pengetahuan tentang Pemerintahan » Sekda Kota Surakarta
#11.00-12.00 Kebijakan Pemkot dalam » Ka.Dishub Kota
Surakarta
»12.00-13.00 Panitia
J 13.00-14 0C Ka.Dishub Kota
Surakarta
®14.00:15.30 BKD Kota Surakarta
Selasa,18 [«07.0 PM
Oktober ¢ 08.0 Panitia
2011 e 08.30-10.00 Inspektorat Kota
Surakarta
#10.00-1 Dishubkominfo
Prov.Jateng
#12.00-13.00 Panitia
©13.00-15.30 Keselamatan Transportasi Jalan » Dishubkominfo
Prov.Jateng
Rabu,19 #07.00-08.00 Teori dan Praktek Baris-berbaris # CPM
Oktober  #08.00-08.30 Break Coffee * Panitia
2011 »08.30-10.00 » Dishubkominfo

©10.00-12.00 Pengetahuan
©12.00-13.00

#13.00-15.30 Pengetahuan

Kendaraan Bermotor

Istirahat

Umum

Pengetahuan tentang Terminal

tentang Pengujian

tentang Angkutan

Prov.Jateng
Dishubkominfo
Prov.Jateng
Panitia
Dishubkominfo

Prov.Jateng

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surakarta
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Setiap dilaksanakannya suatu kegiatan tentunya harus ada penanggung
jawab dari kegiatan tersebut. Begitu juga dengan kegiatan Pembinaan Teknis.
Berikut ini petikan wawancara dengan ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu
Warastuti :

*...Penanggung jawab Bintek adalah Kepala Dinas, untuk hariannya ada

panitia dari staff dan pegawai sini. Kalau monitoring selama pelaksanaan

Pembinaan Teknis kan ada panitia pengawasnya, ada absen harian juga,

penyelenggaraannya__juga pengawas, dan biasanya semua
asanya tempatnya, konsumsi,

Dinas%rhub lgan selalu ada

= ¢ 0
penanggung jawag; i mau@cara arian. Pihak yang

bertanggung jawab @m kegiatan binaa&knis adalah Kepala Dinas

M. Sedangkan untuk
penanggung jawab ‘pelaksanag C arjlangadalah panitia dari staff dan
pegawai Dinas Perhb gan et la bidang kepegawaian. Setiap
pelaksanaan Pembinaan Teknis juga harus ada monitoring atau
pengawasannya. Hal tersebut dimaksudkan agar semua peserta mengikuti
kegiatan Pembinaan Teknis dari awal sampai akhir pelaksanaan secara tertib
dan disiplin. Di Dinas Perhubungan, monitoring selama pelaksanaan
Pembinaan Teknis dilakukan oleh panitia pengawas disertai adanya absensi
harian yang dapat menunjukkan kehadiran peserta. Fasilitas yang diperlukan
saat pelaksanaan Pembinaan Teknis diantaranya tempat/gedung sebagai
tempat penyelenggaraan, konsumsi, LCD untuk menyampaikan materi, serta

alat tulis bagi peserta.
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Mengenai kendala yang muncul saat Pembinaan Teknis baik dari
persiapan sampai ke pelaksanaannya sendiri, ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu
Warastuti mengungkapkan pernyataan berikut ini :

“Kendala Bintek itu sini orang’e kan tugasnya di lapangan, jadi harus
nyesuaikan jadwal-jadwalnya. Nggak bisa kita menyuruh pegawai
langsung ikut Bintek, kita kan juga harus melihat pegawai ini piye,
misalnya di terminal itu ada regu-regu, jadi kita harus nyesuaikan
Waktunya Dan satu-satunya Jalan yang nyesualkan jadwal _]adwalee

(Hasil wawang ra tanggal 30 No

vember 2011)
i Ma@ untul saat persiapan hingga
pelaksanaar isfadala perb%dwal dari masing-masing

Perhubungan mer an peke 'aan:la angsung menangani

tersebut tentunya jadwal pekerjaannya juga sangat beragam, sehingga untuk

menentukan waktu pelaksanaan Pembinaan Teknis harus disesuaikan dengan
jadwal mereka masing-masing karena salah satu bidang libur untuk satu hari

saja juga tidak mungkin, misalnya bidang terminal.

Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Teknis

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan Pembinaan Teknis perlu dilakukan
evaluasi baik evaluasi terhadap prosesnya maupun evaluasi terhadap hasilnya.
Evaluasi dilakukan dengan menanyakan kepada peserta mengenai jalannya

Pembinaan Teknis.
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+ Evaluasi terhadap proses

Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Teknis dari segi proses meliputi proses
penyampaian materi, sikap pengajar dan keadaan fasilitas yang digunakan
selama Pembinaan Teknis berlangsung. Bentuk penyampaian materi akan
berpengaruh terhadap hasil dari Pembinaan Teknis itu sendiri, karena jika

proses penyampaian materinya menyenangkan, tidak monoton dan ditambah

dengan sikap pengajar yang prfessional maka eri yang disampaikan akan

teori aja untuk me h kem@ m‘ls'ahlya asalah angkutan ”

(Hasil wawancara tanggal 24 November 2011)

Menurut beliau, penyampaian materi Pembinaan Teknis sudah cukup
bagus dan dapat dimengerti oleh peserta, sehingga dapat disimpulkan bahwa
penerimaan materi kepada peserta sudah cukup baik. Pengajarnya pun juga
profesional dalam bidangnya dan tepat waktu saat menyampaikan materi.
Pengajar juga menyampaikan materi yang selalu up to date sesuai dengan
perkembangan jaman dimana kondisi lalu lintas sekarang sudah jauh berbeda

dengan beberapa tahun lalu, sehingga materinya selalu baru dan tidak

membosankan untuk didengar dan disampaikan kepada peserta. Informan lain
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yaitu bapak Agus Purnomo, SE. juga menambahkan dalam wawancara berikut
ini:
“Kalan Bintek itu kan metodenya kayak seminar, wawasan, seperti

bimbingan teknologi misalnya pemakaian internet, tidak ada masalah
spesifikasi di lapangan, tidak ada sertifikat.”

(Hasil wawancara tanggal 06 Desember 2011)
Menurut beliau, materi Pembinaan Teknis disampaikan seperti seminar

jaWasan serta pengetahtia

ntuk da%manf kan teknologi yang

e :
berkemba se@niuntu mengerjakan ber@i tugas,dan pekerjaannya.

erbaan P mbi@eknis

dan berisi tentang, yang baru sesuai dengan

materi tersebut secara sama merata. Setelah mengikuti Pembinaan Teknis juga
tidak diberikan sertifikat bagi peserta.

Setiap Pembinaan Teknis selesai dilaksanakan, biasanya panitia atau para
pengawas mengadakan evaluasi. Dalam evaluasi tersebut, dilakukan
pemeriksaan dari Inspektorat Kota Surakarta, tentang pelaksanaannya
bagaimana dan realisasi anggaran yang digunakan untuk pengeluaran apa saja.
Seperti penuturan Ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti berikut ini :

“Saat evaluasi biasanya ada pemeriksaan dari Inspektorat Kota Surakarta,

tentang pelaksanaannya gimana, anggarannya untuk apa saja.”
(Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2011)
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+ Evaluasi terhadap hasil

Pada dasarnya Pembinaan Teknis maupun DIKLAT sangat memberikan
manfaat bagi peserta terutama dalam hal pengetahuan dan meningkatkan
kualitas para pegawai dalam hal pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Dinas
Perhubungan. Pendidikan dan Pelatihan perlu diselenggarakan secara terus
menerus agar setiap ada perkembangan baik dari lingkungan luar, adanya

peraturan baru serta®adanya penambahan pegawai baru, Dinas Perhubungan

an tersebut.

diadakan evaluasi kepada peserta satu per satu. Selain itu juga tidak ada pre
test dan post test setelah Pembinaan Teknis dilaksanakan. Berikut penuturan
Ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti :

“Kalan untuk mengevaluasi peserta secara satu-satu nggak ada, kan
banyak sekali mbak. Nggak ada pre test, nggak ada post test.”

(Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2011)
2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSTERNAL (DIKLAT)
Dalam usahanya mengembangkan kemampuan dan kulitas para
pegawainya, Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan pendidikan dan

pelatihan secara eksternal, atau yang lebih disebut sebagai DIKLAT. Dalam
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pelaksanaan DIKLAT, Dinas Perhubungan hanya mengirimkan pegawainya untuk
menjadi peserta DIKLAT yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Diklat. Indikator yang digunakan dalam hasil penelitian tentang DIKLAT ini juga
sama dengan kegiatan Pembinaan Teknis, yaitu sebagai berikut :

a) Analisis Kebutuhan DIKLAT

Analisis Kebutuhan DIKLAT yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

lebih mencakup pada penentuan jenis DIK yang akan diikuti dan

yang ditav

Sungai.
Surakarta karena
transportasi sungai. Sehingga tidak semua jenis Diklat yang ditawarkan oleh
Pemerintah Pusat/Propinsi bisa diikuti oleh pegawai Dinas Perhubungan.

Sedangkan untuk penentuan pegawai yang akan mengikuti DIKLAT, ibu
Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti selaku Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mengungkapkan bahwa penentuannya disesuaikan jenis
pekerjaan dan jabatan pegawai dengan jenis Diklat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, seperti dalam petikan wawancara berikut ini :

“ya harus disesuaikan tupoksinya, misalnya saja Pak Agung di bidang

kepegawaian kan tidak mungkin disuruh ke diklat pengujian, mesti yg
diambil kan dri bidang pengujian kendaraan bermotor. Tidak bisa saya
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menyuruh pegawai yg nganggur utk berangkat diklat ini. Kadang
disesuaikan dengan jabatan juga, pangkatnya, dan syaratnya dari sana”

(Hasil wawancara tanggal 30 November 2011)
Dari petikan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penentuan
pegawai yang akan dipilih mengikuti DIKLAT disesuaikan dengan

jenis/bidang pekerjaan yang dijabat sekarang ini, karena tidak mungkin suatu

sebuz Selain it
e

tidak sesuai dengan jenis Diklat ter

syarat gdlte nt

Perumusa: TUJU%H(LA

meningkatnya kemampuan dan keterampilan pegawai yang sebelumnya tidak
dimiliki oleh pegawai tersebut. Misalnya, untuk menambah jumlah pegawai di
bagian pengujian kendaraan bermotor, maka harus ada pegawai Dinas
Perhubungan yang mengikuti DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pada perumusan tujuan, Dinas Perhubungan hanya mengadopsi perumusan
tujuan yang terdapat pada surat edaran mengenai tawaran DIKLAT yang

ditentukan oleh Badan Penyelenggara Diklat.

Persiapan Pelaksanaan DIKLAT
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Persiapan untuk pendidikan dan pelatihan eksternal atau DIKLAT berbeda
dengan Pembinaan Teknis. Untuk DIKLAT tidak membutuhkan berbagai
persiapan secara detail karena DIKLAT dilaksanakan oleh Badan
Penyelenggara Diklat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Badan
Penyelenggara Diklat yang pernah memberi penawaran DIKLAT bagi

pegawai Dinas Perhubungan diantaranya Balai Diklat Transportasi Darat di

Tegal, Sekolah Ting@

Semarang dan OEMEGAMENDUNG di

diantaranya perglaan

asi fpenyelenggaraang”Selain itu, juga

wawancara dengan ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti berikut ini :

"Kalau biaya dari BKD semua, sini nggak ada anggaran, dari APBN ada,
APBD ada. Kalo dari APBN, berarti uang sakunya dari Pemkot.”

(Hasil wawancara tanggal 30 November 2011)

Penjelasan dari wawancara diatas adalah bahwa untuk biaya pelaksanaan
DIKLAT vyang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
diambilkan dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Sedangkan
untuk uang saku bagi para peserta diambilkan dari Anggaran Pengeluaran

Belanja Daerah (APBD) atau dari Pemerintah Kota.
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Untuk prosedur pengiriman pegawai Dinas Perhubungan diawali dari
adanya penawaran adanya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan
Penyelenggara Diklat yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan melalui
Pemerintah Kota Surakarta. Berikut penuturan dari ibu Dra. Anastasia Tri
Rahayu Warastuti :

*“...kalau prosedurnya ada penawaran dulu dari Pemkot, kita mengajukan

Sekdaghia Jrun ke BKD, terus BKD biasanya
membuat suratgftgas dan ditujukan kesi ntuk biayanya dari BKD

semua. Sini nggak ada anggaran. Daji APBN ada, APBD ada. Kalau dari
APBN, berarti uang sakunva dari Pemkot...” #*

W~y
wancgrmgal 30 Navember

adaﬁenawa n dari emerih@Kota kemudian Dinas
Perhubungan me@akan

pegawainy untuk% AT. | @ri Sekretaris Daerah akan

penanggung jawab pelaksanaan’ : adalal'Pemerintah Kota. Dan semua
fasilitas serta akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara DIKLAT,
seperti yang dinyatakan oleh ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti :

..... penanggung jawabnya ya Pemkot. Kita hanya mengirimkan pegawai.
Semua akomodasi, penginapan dari sana”

(Hasil wawancara tanggal 30 November 2011)
Pelaksanaan DIKLAT

Pendidikan dan pelatihan eksternal Dinas Perhubungan lebih sering
disebut dengan istilah DIKLAT. Pegawai yang mengikuti DIKLAT tidak
seperti Pembinaan Teknis yang melibatkan seluruh pegawai yang dimiliki

oleh Dinas Perhubungan. Pelaksanaan DIKLAT hanya diikuti oleh beberapa
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pegawai yang dipilih sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh Badan
Penyelenggara Diklat dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.
Penawaran dari Badan Penyelenggara Diklat tersebut biasanya juga terdapat
syarat-syarat yang harus dimiliki oleh setiap peserta Diklat.

Dalam pelaksanaan DIKLAT ini, materi-materi yang diberikan tentunya

yang berkaitan dengan jenis tawaran yang diberikan oleh Badan

Penyelenggara Di epada Dinas Perhubu Dinas Perhubungan juga
tidak ikut be i i. Semua materi

Kementerian

e f
Perhubungan. @satu , = uti oleh Dinas

Perhubungan ada&ikla - . Pegawai yang

alah Bapak Harun

komponen mob
kurang lebih 700jam.”

(Hasil wawancara tanggal 24 November 2011)

Materi-materi yang diberikan dalam Diklat Pengujian Kendaraan
Bermotor antara lain tentang masalah pengujian, alur pengujian serta
komponen-komponen mobil yang berhubungan dengan pengujian.
Penyelenggaraan Diklat rata-rata dilaksanakan selama dua bulan dengan
alokasi waktu kurang lebih 700 jam. Selain Diklat Pengujian Kendaraan
Bermotor, Diklat yang pernah diikuti oleh Dinas Perhubungan adalah Diklat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diklat Pengelolaan Terminal, Diklat
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, Diklat Manajemen Terminal,

Diklat Manajemen Persimpangan, Diklat Manajemen Lalu Lintas, Diklat
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Manajemen Terminal Angkutan Jalan, Diklat Kelalulintasan dan Transportasi,
Diklat Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Diklat Accident Analisys, Diklat
Andalalin (Analisa Dampak Lalu Lintas), Diklat Inteligent Transport System.
Metode-metode yang diterapkan selama DIKLAT bermacam-macam. dan
tidak semua DIKLAT menggunakan metode yang sama. Namun, secara umum

metode yang diterapkan selama DIKLAT biasanya metode ceramah seperti

kuliah. Selain itu angan. Berikut penuturan

Bapak Harun
o
“Saat pelaksaannya pertama kali teori, teru % aktek, kemudian kunjungan

juga afla. Kuajumgannyafitu Ta n kel UPTD Pengujian
Kendaraan Bermgtor Kota Jakarta.”|

teori secara lisa j i pengetahuan sebanyak
mungkin. Keuntungan dal dalah banyak orang yang dapat
mendengarkan dan memperoleh pengetahuan. Selain itu juga dapat diterima
oleh orang yang tidak atau membaca materi. Sedangkan kerugiannya,
terkadang metode ini kurang memberikan waktu kepada peserta untuk
berpartisipasi. Selain penyampaian teori secara lisan, juga ada kunjungan
lapangan sekaligus terjun langsung menangani pengujian kendaraan bermotor
di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Jakarta. Metode ini merupakan
metode DIKLAT dengan cara mengadakan suatu kunjungan ke lapangan kerja

untuk memperoleh penjelasan, memperoleh pengalaman serta melakukan

observasi langsung. Suatu kunjungan lapangan dapat memberikan pengalaman
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belajar yang berbeda dari pada diklat-diklat yang dilaksanakan dengan metode
lain. Kunjungan lapangan dapat memberikan pengalaman belajar yang objektif
dan empiris bagi para peserta diklat karena dalam kunjungan lapangan para
peserta dapat secara langsung melihat dan menyelami hal-hal yang ada dan
terjadi di lokasi yang mereka kunjungi atau di tempat-tempat lain.

Pengetahuan yang peserta dapatkan bukan hanya dalam bentuk teori saja,

dari yang sud pw
Sedangkan memmf

) ;

: >
ikut AT Pembentu PPNS &enyld
Sipil) L JDirel&Ven bungan Daratzbeliau

s

“Metodenya ituj-%o% materi, yang 40%nya mental, yang menyangkut
kepribadian, ke‘@'ﬂn, perti kita kuliah,
misalny i materi, yang 2 jam

Menurut beliau, metode yang diterapkan seperti perkuliahan. Selain itu,
yang diajarkan tidak hanya materi tetapi juga dilatih mentalnya, diantaranya
mengenai kepribadian, kerapian, dan tingkah laku dengan prosentase 60%
materi dan 40% pelatihan secara mental. Setelah penyampaian materi juga
diadakan ujian tertulis, misalnya materi tentang penyidikan lamanya 10 jam, 8
jam digunakan untuk penyampaian materi dan 2 jam untuk ujian. Jika
materinya di atas 6 jam maka diadakan ujian tetulis, tetapi jika materinya di

bawah 6 jam maka ujiannya hanya seperti wawancara.
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Mengenai penanggung jawab pelaksanaan DIKLAT, Dinas Perhubungan
hanya menentukan personil yang akan mengikuti DIKLAT dan Pemerintah
Kota yang bertanggung jawab akan kebutuhan yang diperlukan pegawai.
Sedangkan penanggung jawab harian selama pelaksanaan DIKLAT adalah
Badan Penyelenggara Diklat atau Lembaga Pendidikan yang mengadakan
DIKLAT itu sendiri. Seperti penuturan bapak Agus Purnomo, SE. berikut ini :

.semua dari Pusdik, lembaga pendidikannya. Semua biaya formal
dltanggung sana, dah dluru samg Pusdlk Beberapa fasilitas yang

disediaka
lain kita nd|r|

materi,
pribadi disediakan sendiri oleh para peserta.

Selama pelaksanaan DIKLAT berlangsung, juga terdapat monitoring yang
dilakukan agar penyelenggaraan DIKLAT bisa berjalan dengan tertib dan
peserta juga mengikuti DIKLAT secara disiplin. Monitoring yang dilakukan
oleh Badan Penyelenggara Diklat menurut wawancara dengan Bapak Harun
Al Rosyid, ST berikut ini :

“...kan disana ada absensi, banyak pelatih, disana sebenarnya tidak perlu

ada monitoring karena sudah ada schedulenya,justru nanti kalau tidak ikut

malah diberi sanksi, misalnya lari lapangan...”

(Hasil wawancara tanggal 24 November 2011)
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Menurut beliau, monitoring yang dilakukan berupa disediakannya absensi
untuk melihat apakah seluruh peserta mengikuti DIKLAT. Namun,
sebenarnya tidak perlu ada monitoring karena sudah ada jadwal yang
mengatur para peserta. Menurut informan lain yaitu bapak Agus Purnomo,
SE., selama pelaksanaan DIKLAT ada pengawasan untuk hal ketertiban,

misalnya di pintu ada penjaga gerbangnya sehingga peserta tidak dapat keluar

masuk sembarangan? ecuali pada saat hari-F
hari IibUr/beb Wldﬁm%ng digu

tuk m%au peserta ketika tidak ada

dosen pen jarn'@lkutp kan way ncaranyags,

penjaga gerb I@ i ar mas emba angan, kecuali hari
Rabu dan Ju i slain h tu tdk boleh keluar, jadi
_ i i kelas'ketika tidak ada dosennya kan
ada CCTWnya, mungkin cuma lewat kameraitu.” &

pada saat persiapan DIK

DIKLAT itu sendiri. Kendala-kendala yang dimaksud diantaranya seperti

yang diungkapkan ibu Dra. Anastasia Tri Rahayu Warastuti berikut ini :
“Kendalanya DIKLAT itu kadang ada penawaran DIKLAT, tapi orangnya
tidak memenuhi syarat, seperti misalnya bidang PKB (Pengujian
Kendaraan Bermotor) harus lulusan IPA, punya SIM B, pangkat minimal
Il C. kadang kita nggak punya pegawai yang punya syarat-syarat seperti
yang mereka minta. Upayanya ya kita minta dari Pemkot saat penerimaan
CPNS untuk menambah pegawai dengan syarat-syarat tadi. Tapi tidak
selalu setiap tahun dikasih Pemkot. Kalau bidang lain tidak ada masalah.”
(Hasil wawancara tanggal 30 November 2011)

Dari keterangan beliau di atas, dapat diketahui bahwa masalah yang

terkadang muncul saat penentuan pegawai yang harus mengikuti DIKLAT



95

adalah sulitnya syarat-syarat yang harus dimiliki peserta yang akan diikutkan
dalam DIKLAT. Saat mengirimkan surat edaran yang berisi tawaran
DIKLAT, Badan Penyelenggara Diklat atau Lembaga Pendidikan tersebut
juga mencantumkan syarat-syarat atau spesifikasi tertentu yang berhubungan

dengan jenis DIKLAT yang akan diikuti. Namun, terkadang Dinas

Perhubungan juga tidak memiliki pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang

diklat-diklat yg

dlseleng , seperti diklat PKB
(Pengujia nd akangspesifikasi untuk bidang
pengujian, dikl Aanaj oftasi ; Perkotaan untuk bidang

transportasi, tel idan@) manajémen perielolaan terminal itu kan

syaratnya, misalnya yal " pe ah ta alami untuk diklat PKB harus
lulusan SMA IPA/STM gitu atau minimal pangkatnya 2C tapi kan akan
lebih tepat kalau kita mengirimkan ke diklat pengujian itu pegawai yang
saat ini ada di bidang pengujian, tapi kadang ada syarat-syarat yang tidak
terpenuhi, jadi itu menjadi problem dari Dishub. Akhirnya solusinya
begini, pada saat penerimaan CPNS kemarin kita mengusulkan ke Pemkot
agar kita diberikan satu formasi dengan syarat-syarat seperti di atas, jadi
ketika sewaktu-waktu ada penawaran diklat PKB, pegawai yang punya
syarat-syarat tersebut bisa kita kirim. Tapi jika terpaksa tidak ada yang
sesuai, kami ambilkan dari bidang lain selain bidang pengujian, tapi itu
alternatif kedua, tapi kan sebenarnya lebih tepat yang dikirimkan itu lebih
tepat di bidang PKB yg mengetahui masalah-masalah di bidang
pengujian.”

(Hasil wawancara tanggal 24 November 2011)
Menurut beliau, penentuan pegawai yang akan mengikuti DIKLAT juga

terkendala adanya syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan penyelenggara
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Diklat. Misalnya yang pernah terjadi pada bidang pengujian. Peserta harus
memiliki syarat-syarat yaitu berasal dari lulusan SMA IPA/STM, pangkatnya
golongan IIC. Dari Dinas Perhubungan sendiri merasa akan lebih tepat dan
lebih efektif apabila pegawai yang harus mengikuti DIKLAT tersebut adalah
pegawai yang memang saat itu berada di bidang pengujian karena pegawai

tersebut lebih mengetahui masalah-masalah yang ada di pengujian, jadi

nantinya akan menghasilkan sumber daya yang ang berkualitas di bidang

ang ditentukan oleh

adalah emberikan satu formasi
o

khusus untuk bida%nguji denga erti yang ditentukan

oleh Badan®Penyelenggara igar ketika sewaktu-waktu ada

penawaran DIKLAT penguj Kend ermotor, pegawai yang telah
memiliki syarat-syare
pengujian. Tetapi permintaan akan formasi tersebut tidak selalu dapat
dipenuhi oleh Pemerintah Kota setiap tahunnya. Upaya lain yang pernah
ditempuh untuk mengatasi masalah pengujian tersebut yaitu mengirimkan
pegawai dari bidang lain selain bidang pengujian untuk mengikuti DIKLAT.
Misalnya bapak Moch. Usman, S.SiT yang merupakan Kepala Seksi Teknik
Kendaraan dan Perbengkelan bukan berasal dari bidang Uji Kendaraan,
mengikuti Diklat Penguji Kendaraan Bermotor pada tahun 2007. Menurut

beliau, upaya tersebut adalah alternatif kedua ketika memang benar-benar
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tidak ada pegawai yang memenuhi syarat-syarat dari Badan penyelenggara
Diklat.

Selain kendala mengenai penentuan pegawai yang harus mengikuti
DIKLAT, Bapak Agung Wijayanto, juga berpendapat bahwa kendalanya yaitu
harus meninggalkan pekerjaan saat mengikuti DIKLAT. Pekerjaan tersebut

mau tidak mau harus digantikan oleh pegawai lainnya karena bidang

pekerjaan tersebu

dengan pegawai aw
pengujian, ken@ bermator

diantaranya uji r&?&mp
o
masing bagian ke%?(eln di

personil maka bagia

arus tetap dijalankan. Ole

T%;ut.

terdiri ri beberapa pengujian

karena itu pegawai yang

idaknya hampir sama

isalnya dari bidang

mengikuti DIKLAJ
tentunya akan mena
tersebut juga dilakukan pada bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bidang
pekerjaan yang ditinggalkan selama DIKLAT dapat digantikan oleh pegawai
yang posisi jabatannya berada dibawahnya langsung, seperti penuturan bapak
Agus Purnomo, SE., berikut ini :

“Kalau untuk pekerjaan kan bisa dioperkan. Saya kan komandan regu, kita

operkan ke pegawai nomor 2. Nggak masalah, kan cuma ngatur temen-
temen, jadi tidak terlalu masalah.”

(Hasil wawancara tanggal 06 Desember 2011)
Selama ini kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam

melaksanakan dan mengikuti DIKLAT baik yang secara internal maupun yang
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eksternal dapat diatasi dengan melakukan solusi yang terbaik, sehingga
pelaksanaan DIKLAT dapat berjalan dengan baik dan tugas pekerjaan di

Dinas Perhubungan tetap dapat dilaksanakan.

e) Evaluasi Pelaksanaan DIKLAT
Setelah dilaksanakan DIKLAT, juga perlu diadakan evaluasi untuk

mengetahui hasil pelaksanaa AT baik evaluasi terhadap prosesnya

Jenyampaian materi, sikap

pengajarnya “dengan kondisi pekerjaan  di
lapangan.Untuk penyampaian materi dalam Pendidikan dan Pelatihan,
menurut bapak Harun Harun Al Rosyid, ST., beliau menjawab :
“Biasanya ya menarik, kan dapat pengetahuan baru, kan kita sebelumnya
belum tahu sama sekali, jadi pengen ngerti, ketertarikan kita lebih besar.

Kalau untuk pengajarnya lebih professional, sesuai dengan schedule,
pengajarnya orang-orang pinter kok.”

(Hasil wawancara tanggal 24 November 2011)

Beliau menjelaskan bahwa penyampaian materi biasanya menarik, karena
pada dasarnya peserta juga memiliki ketertarikan yang besar untuk
memperoleh pengetahuan yang baru yang sebelumnya tidak pernah diperoleh

peserta. Pengajarnya juga tentunya yang lebih professional dan pintar di dalam



99

bidangnya. Informan lain juga menambahkan bahwa materi Diklat seringkali
berupa materi softfile/softcopy yang dapat disalin lewat media penyimpan
memori dan materi tersebut dapat dipelajari oleh peserta sendiri saat di
asrama/mess.

Seringkali beberapa orang berpikir bahwa pelaksanaan DIKLAT identik

dengan kekerasan, yaitu pemberian sanksi secara fisik kepada peserta jika

melanggar tata terti ama DIKLAT. Namun urut bapak Agus Purnomo,

SE. hal terse i %pad lenggaraan DIKLAT
%rasaa saat masih dikelola

wawancara !
“Untuk pelajaran saya rasa . Kalau dulu kan masih
dikelola Brimo uatuk k diutamakan, tapi kalau
sekarang nggak a r se istk, makanya sekarang diklat nggak
ada seperti “itu’ karena sudah diwanti-wanti dari kepala Pusdik. Kan
banyak mbak, orang berpikir segi negatifnya diklat seperti ‘itu’, tapi
menurut saya itu sudah tidak ada, kalau dulu memang ada, misalnya salah

sedikit saja disuruh jongkok, tapi saat ini memang sekarang nggak ada
hukuman fisik.”

(Hasil wawancara tanggal 06 Desember 2011)

Penyelenggaraan DIKLAT yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman
kepada peserta tentunya juga akan memberi hasil yang baik dalam hal
penerimaan materi. Dengan tidak adanya kekerasan secara fisik, maka peserta
dapat mengikuti penyelenggaraan DIKLAT tanpa harus berpikir akan adanya
kekerasan.

+ Evaluasi terhadap hasil
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Evaluasi terhadap hasil mencakup sejauh mana materi yang diberikan itu
dapat dikuasai dan memberi manfaat yang signifikan bagi pegawai dalam
menjalankan tugas dan pekerjaannya. Lebih jauh lagi apakah ada peningkatan
kemampuan atau keterampilan, pengetahuan dan sikap dari para peserta
DIKLAT.

Peserta yang telah mengikuti DIKLAT diharapkan dapat menerapkan

ilmu-ilmu yang tele |erole ke dalam lingktimgan pekerjaannya. Dengan

akanPmemperoleh haknya berupa

: memi%wajiba untuk menegakkan

berhak%uk enindak jika ada

telah mengikuti DIKLAT PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berikut ini :

“Evaluasi mengenai DIKLAT, setelah kita ikut DIKLAT diharapkan
menerapkan ilmu-ilmunya kan, misalnya bisa menindak. Kalau kita belum
pernah DIKLAT kan nggak punya sertifikat. Tapi kalau sudah DIKLAT,
kita akan punya sertifikat, kalau sudah punya sertifikat kan bisa menindak
di jalan dan kita bisa menyatukan persepsi mungkin dari Dishub Solo
sama Dishub dari luar Jawa, kan ada pesan khusus dari Kementerian
Perhubungan. Persepsi tersebut masalah penindakan, penilangan dan untuk
menyamakan masalah pelanggaran, kan kemarin dari Surabaya, Semarang,
Malang, kan persepsinya lain-lain, waktu itu kan kita satukan tentang
masalah tersebut. Persamaan persepsi dalam mengambil keputusan. Kalau
Dishub itu kan wewenangnya tentang penilangan, masalah ijin trayek,
masalah di jembatan timbang, di uji KIR, uji KP (Kartu Pengawasan)”

(Hasil wawancara tanggal 06 Desember 2011)
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Menurut beliau, persepsi antara beberapa Dinas Perhubungan, misalnya
Solo dengan Semarang, Surabaya, Malang terdapat perbedaan karena kondisi
jalan dan lalu lintas tiap-tiap daerah tersebut berbeda-beda. Maka dari itu,
Kementerian Perhubungan berpesan pada beberapa Dinas Perhubungan
tersebut untuk menyatukan persepsi dalam hal pengambilan keputusan untuk

menyelesaikan setiap masalah lalu lintas dan angkutan jalan.

Setelah\ DIKLAT:paling ng i
pengujinya cu bertam ah saya s arang yang sekarang yang

pensiun ada satw’

Sebelum beliau ada di po St umlah SDM yang ada di pengujian
kendaraan bermotor hanya lima orang. Setelah beliau mengikuti DIKLAT,
jumlah SDM di pengujian bertambah satu orang. Dengan adanya DIKLAT
dapat memberikan keterampilan yang tidak dimiliki oleh pegawai lain.

Mengenai relevansi materi yang diterima selama DIKLAT, belum
sepenuhnya materi tersebut mencakup semuanya, dalam arti tidak semuanya
materi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berikut ini petikan
wawancara dengan bapak Agus Purnomo, SE. :

“...va kalau mencakup semuanya sih belum, kan kondisi daerah satu

dengan yang lain beda-beda, tetapi diambil garis besarnya secara umum,
kan tidak bisa diambil contoh daerah Solo saja. Untuk penyampaian materi
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diambil pada umumnya. Sebenarnya materinya itu tidak seluruhnya kita
laksanakan, tapi berhubung itu materinya masuk dalam kurikulum, kan
harus kita tempuh, harus kita pelajari, misalnya tentang menangani
kecelakaan, itu kan kalau disini tugasnya Satlantas, tapi memang kita juga
diajarkan seperti itu, jadi ada beberapa hal di lapangan yang sebenarnya
kita tidak menanganinya. Sebenarnya kurikulum kita kan hanya tentang
UU Nomor 20 itu saja, untuk yg lain-lain itu wewenangnya Polisi, tapi itu
mungkin diikutkan dalam kurikulum “

(Hasil wawancara tanggal 06 Desember 2011)

Menurut beliau, ada kalanya@%materi dalam DIKLAT tersebut belum

mencakup semua dan belum sepenuhnya.relevan dengan kondisi lalu lintas di

perbedaan dan memiliki masa
dapat mengambil contoh satu daerah misalnya Solo untuk dijadikan pedoman
bagi seluruh daerah, karena setiap daerah memang memiliki cirri khas sendiri-
sendiri. Terdapat materi yang dipelajari dalam DIKLAT namun tidak
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan misalnya dalam hal menangani
kecelakaan, karena di Surakarta masalah tersebut merupakan kewenangan dari
Satlantas. Namun seluruh peserta diajarkan tentang penanganan masalah
tersebut.

Dengan adanya penyelenggaraan DIKLAT, organisasi tentunya berjalan

lebih baik dari sebelumnya. Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT memiliki
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tanggung jawab yang lebih besar dari pegawai lainnya karena tidak semua
pegawai Dinas Perhubungan pernah mengikuti DIKLAT. Pegawai tersebut
akan menjadi orang yang lebih diandalkan daripada pegawai lainnya dalam
hal menangani masalah tertentu sehingga tugas dan pekerjaannya akan
semakin berat. Seperti penuturan bapak Agus Purnomo, SE. berikut ini :
“DIKLAT sangat berpengaruh, dengan adanya DIKLAT ini paling tidak
ada ujung tombw ada pelanggaran kan bisa

menangani sendiri, kalau tidak ada PPNS’nya kan tidak bisa menangani.
Jadi kita punye Wewenang untuk menilang, itu kan pertanggungjawaban

AT ini tanggung
bebas. Kalau ada
ya itu kan tugas
ri kebanggaan

untuk menangani masalah peanggar sn' karena jika tidak ada PPNS’'nya
maka tidak berwen m salah lalu lintas misalnya
menilang jika ada pelanggaran. Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban
dari ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti DIKLAT. Setelah mengikuti
DIKLAT, pegawai juga akan memiliki tanggung jawab lebih besar daripada
pegawai lainnya. Namun hal tersebut tidak menjadi beban, tetapi bisa menjadi
sebuah motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

Dari evaluasi hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Pembinaan Teknis maupun DIKLAT sangat memberi manfaat dan dampak
positif bagi setiap pegawai dalam mengembangkan kemampuannya agar

dalam pengerjaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan
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baik. Dari kemampuan pegawai yang semakin berkembang tentunya Dinas
Perhubungan dapat semakin berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan lebih baik lagi.

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisis data di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai di Dinas
Perhubungan adalah melalui program pendidikan dan pelatihan. Program
pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan secara internal dan eksternal.
Bentuk pendidikan dan pelatihan secara internal adalah program Pembinaan
Teknis, yang diselenggarakan sendiri oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan
pendidikan dan pelatihan secara eksternal atau yang lebih disebut sebagai

DIKLAT dilaksanakan dengan mengirimkan pegawai Dinas Perhubungan untuk
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mengikuti DIKLAT vyang diadakan oleh Badan Penyelenggara Diklat dari
Kementerian Perhubungan baik Pusat maupun Propinsi. Pengembangan sumber
daya manusia di Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui beberapa langkah
sebagai berikut :

a) Analisis Kebutuhan pendidikan dan pelatihan

Analisis kebutuhan dalam Pembinaan Teknis diantaranya mengenai

Teknis maupun DIKLAT dirumuskan dalam bentuk perilaku (behavior
objectives).
c) Persiapan
Persiapan untuk Pembinaan Teknis meliputi persiapan tempat, materi,
tenaga pengajar. Penentuan materi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang
dialami Dinas Perhubungan (kondisi perkembangan lalu lintas, adanya

peraturan baru dan beban kerja).
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Persiapan untuk DIKLAT diantaranya meliputi penyiapan prosedur
pengiriman pegawai yang menjadi peserta DIKLAT serta biaya yang

diperlukan.

d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Pembinaan Teknis dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dalam sekali

penyelenggaraannya dibagi menjadi 2 gelombang. Setiap gelombang

materi adalah cg w arisgberbaris). Penanggung

jawabnya adalah Keep inas Pe bunga@angka penanggung jawab

secara harj a@ A : inas Perhubungan. Untuk
P

Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Teknis dan DIKLAT
mencakup evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil. Evaluasi
ternadap proses meliputi proses penyelenggaraan, penyampaian materi, sikap
pengajar serta fasilitas yang disediakan.

Evaluasi terhadap hasil meliputi manfaat yang dirasakan peserta setelah

mengikuti Pembinaan Teknis maupun DIKLAT, serta apakah ada peningkatan
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kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pada pegawai yang telah
mengikuti Pembinaan Teknis dan DIKLAT.
Dalam pelaksanaan Pembinaan Teknis maupun DIKLAT tentunya terdapat
beberapa kendala. Kendala dalam penyelenggaraan Pembinaan Teknis yaitu
pengaturan jadwal dan penentuan waktu pelaksanaan Pembinaan Teknis. Hal

tersebut dikarenakan jadwal pekerjaan dari pegawai Dinas Perhubungan yang

aat bagi setiap pegawai Vyaitu

peningkatan dalam hal pengetahuan mengenai ilmu Kkelalulintasan serta

pengetahuan akan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan

tentang kelalulintasan. Selain itu, kemampuan teknis beberapa pegawai yang

mengikuti DIKLAT juga semakin meningkat.

. SARAN-SARAN

1. Dalam pelaksanaan Pembinaan Teknis, terdapat kendala yaitu sulitnya
menentukan waktu pelaksanaan karena pekerjaan para pegawai yang sebagian
besar di lapangan sehingga jadwalnya juga berbeda-beda. Hal tersebut dapat

disiasati dengan mengadakan Pembinaan Teknis tidak hanya 2 gelombang,



